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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA Aﬁ}UNG REPUBLIK INDONESIA, -

Menimbang & bahw.ei} dalam rangke melaksanakan tugas dan
wcwcﬂang Kejaksaan Republik Indonesia mencegah
tcrjad%inya tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang
dalam: Instruksi Presiden Norrior 7 Tahun 2015 tentang
Aksi Pcncegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara
lain ?dimaksudkan untuk meningkatkan upaya
Pcncegahm terjadinya tindak pidana korups: di
lingktlingan Pemerintah Pusat/ Kemen'terian/Lcmbaga /
Pcmcﬁ’intah Daerah/BUMN/BUMD yang periu didukung
dan dilaksanakan secara tercncana, komprehensif,
sungéuh-sungguh dan memberi manfaat sehingga
kegiai:an Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh
chak:baan Republik- Indonesia berlangsung secara
cfcktif dan optimal;

b. bahw#ét Kejaksaan Republik Indonesia  dalam
_mcnjélankan tugas dan kewenangannya sebagai
1cmbs:lga penegak hukum  bertanggung jawab

mcnyb.ndang kewajiban  dan harus  berperan



Mengingat

mendipkung keberhasilan penyelenggaraan
pcmcﬂintahan dan pembangunan nasional di pusat
maUan di daerah sebagaimana penjabaran dari Nawa
Cita iidcmi mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
mandi:ri dan berkepribadian berlandaskan gotong
royon;:g melalui kegiatan Pengawalan dan Pengamanan
baik ;dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
pemax{lfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam
upaya| mencegah terjadinya penyimpangan yang
berpo*ensi menimbulkan kerugian negara;
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawalan dan
Penga#nanan pemerintahan dan pcmbangunan oleh
chakq_saan Republik Indonesia, baik di pusat maupun
daeralix dimaksud periu dilakukan secara efektif, efisien,
transa;paran dan akuntabel;
bahwsjl berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaktlsud dalam huruf a, huruf b dan huruf c periu
mcncq'apkan Peraturan Jaksa Agung tentang
cka&xismc Kerja Teknis dan Administrasi Tim
Penga[wal dan  Pengaman Pemerintahan . dan

Pcmbhngunan chaksaa.n Republik Indonesia;

Undapg-Unda.ng Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyqlenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korugsx Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lcmbtpran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

Undahg-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pcmblcrantasa.n Tindak Pidana Korupm (Lembaran
Negata Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tamtfahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874] sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undatng Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undqng—Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pcmﬂcrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

‘ Ncgai'a Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);' |

3. Undank-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
chaksiaah Republik Indonesia (Lembaran Negar&
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lcmba}an Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indoncisia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lcmbai"a.n Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Pcratui‘an Presiden Nomor 38. Tahun 2010 tentang
Organikasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indone%sia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Prcsidén Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Pcitraturan presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organiisasi den Tata Kerja Keiaksaan | Republik
Indonc%sia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 I:flornor 65);

6. Pcratﬁiran Jaksa Agung Nomor PER-
009/AYJA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejakgaan Republik Indonesia sebagaimana telah
diubalit dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
ooe/Ai/JA/os /2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Jaksag; Agung Republik " Indonesia Nomor PER-
009/ A%/JA/ 01 / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
'chak:i:.aan Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indongsia Tahun 2014 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAI%I JAKSA AGUNG TENTANG MEKANISME KERJA

TEKNIS EiAN ADMINISTRASI TIM PENGAWAL DAN

PENGAMAN ~ PEMERINTAHAN  DAT PEMBANGUNAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
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, BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peratpra.n Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:
1. Tim Pengawa] dan Pengaman Pemerintahan dan
cmba.nkunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut
TP4 adeuah tim yang melakukan tugas Pengawalan dan
Pengamb.nan pemerintahan dan pembangunan dengan
susunalp dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam
pcraturan ini, berkedudukan di pusat yang- .selanjutnya
disebut! TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut
TP4AD.

2. Pcngawalan adalah upaya TP4 mcnjaga, mengawsal dan

rncmastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan

mbangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh llngkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/
Lcmbag{a/ Pemerintah Dacrah/ BUMN/BUMD, dilakukan
sesuai ketcntuan pcraturan pcrunda.ng-undangan serta
agar tetrhmdar dari berbagai bentuk hambatan dari
p1hak—pihak yang berpotensi menghambat  atau
menggapggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan
yang aldan dan sedang dijalankan.

3. Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan
dan fmernchhara keadaan yang mendukung
tcrlaksananya kegiatan pembangunan ‘dan pemerintahan
yang i dilakukan oleh hngkungan Pemerintah
Pusat/ l}(cmcntenan /Lembaga/ Pemerintah Daerah/
BUMN ﬁBUMD agar berjalan dengan aman dan lancar.

4, Proaktlf adalah sikap TP4 yang memiliki kecenderungan
lebih aktlf lebih giat mengambil prakarsa untuk
menjahn komunikasi dengan lingkungan Pemerintah
Pusat/ Kcmcntenan /Lembaga/ Pemerintah Daerah/
BUMNA_BUMD guna mensosialisasikan  tugas

Pcngav\ialan dan Pengamenan pcmcnntahan dan

pcmbmilgunan. R



10.

11.

Penccgp.hem adalah upaya TP4 untuk mcﬁccgah agar
pihak lyang dikawal dan diamankan tidak melakukan
pclang;garan hukum,

Koordiﬁlasi adalah upaya TP4 menjalin komunikasi
dengar pihak lain untuk mengatur kcgiatan agar dapat
bcrjalah lancar dan tidak saling bertentangan antara
satu ke}igiatan dengan kegiatan lainnya.

Diakusi adalah upaya mengidentifikasi dan

mcngiv}:ntarisasi masalah melalui tukar pikiran dengan

. pihak yang meminta Pengawalan dan Pengamanan

scbag&u bahan Analisis guna menentukan bentuk
Pcngaﬂalan dan Pengamanan.

Analisiia adalah usaha untuk mengetahui keadaan yang
scbcnarnya melalui pengkajian dan penjabaran masalah
guna nicnda.patkan pemahaman secara keseluruhan.
Pcnerangan Hukum adalah penyampsian materi
hukumi/matcn perundang-undangan secara terencana
dan tctorgamsxr yang umumnya dilaksanakan terhadap
aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh
masyariakat' mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang
berada! di perkotaan atau masyarakat bcrpendxdxkan
tinggi | agar lebih mengetahui, memaharii  dan
melakshnekan ketentuan-ketentuan yang teckandung di
dalam i)erbagai peraturan perundang-undangan.
Penyul{..lhan Hukum adalah penyampaian materi
hukum/ materi perundang-undangan secara terencana
dan terorgammr yang umumnya dilaksanakan terhadap
masyanakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh,
nclayax{i atau masyarakat berpendidikan rendah agar
masyaﬂakat mengetahui, memahami dan melaksanakan
kctcntman—-kctcntuan yang terkandung dalam berbagai

peraturan perundang-undangarn.

‘Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

TP4 dqlam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum
tcntan$ suatu permasalahan hukum yang dibuat atas

pernﬁdtaan dan untuk kepentingan negara atau

pcmerii'xtah. :
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12. Pendampingan Hukum adalah jase hukum, yang
dibcrikein olen TP4 berupa Pendapat Hukum secara
bcrkclaliljutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh
pemohoin dan diakhiri dengan kesimpulan atas
pcmbcrian Pendapat Hulkum tersebut dalam bentuk
kertas kicrja.

13. Pcngadé}an Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa olch lingkungan‘ Pemerintah
Pusat/ I{cmentcrian /Lembaga / Pemerintah Daerah/
BUMN/ bUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kcbutuﬁan sampal diselesaikannya _seluruh kegiatan
untuk rilemperolch barang/jasa. )

14. Bukti Ei’ermulaan Yang Cukup adalah suatu kondisi
dimana: Tp4 memperoleh bukti awal diduga telab
terjadi tindak pidana. :

15. Aparat iPengawasan Intern Pemerintah adalah aparat
yang diberi tuges melakukan pengawasan melalui audit,
reviu, é:llvaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
1ainnya% terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
pcmeriri}taha.n.

16. Monitoring dan Evaluasi adalah  kegiatan yang
dilakuklia.n TP4 secara terus menerus untuk memantau
pcrkern:pangan pclak'sanaan kegiatan yang dilakukan
oleh I\ingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian /
Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dan menilai
hasil yeing telah dicapai serta kendala yang dihadapi.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

! Pasal 2
Pcnyc1enggé,raan mekanisme kerja teknis dan administrasi

TP4 bctfasa:pkan kesatuan sistem administrasi yang mudah

dipahami, bicrkcsinambungan dan akuntabel.

Pasal 3 .

Penyelenggaraan mekanisme kerja teknis dan administrasi

TP4 bertujuan untuk:



BAB IV
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) TP4 Pua{at beranggotakan:

(2)

(3)

8.

D1rcl#tur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
selakfu Ketua Tim;

Direlttur Permulihan dan Perlindungan Hak (PPH) pada
Jaksh Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Ncgaka selalru Wakil Ketua Tim;

Koorﬁmator pada Jaksa Agung Muda B1dang Intelijen
selal&u Sekretaris Tim;

J aksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen selaku
Kctua Sub Tim,;

Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Khuqus selaku Anggota; dan
Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bldang Perdata Dan

Tata Usaha Negara sclaku Anggota.

TP4 Daprah yang berkedudukan di Kc]aksaan Tinggi

bcranggmtakan

a. Asxstpn Intelijen selaku Ketua Tim,;

b. Asxsﬂcn Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil
Kctua Tim;

¢. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi selaku Sekretaris
Tim;;

d. Jaksia pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim,;
Jaksqa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku
Anggota dan

f Jaksa pada Bidang ‘Perdata Dan Tata Usaha Negara

sclal%\l Anggota.

TP4 Ddcrah yang perkeduduken di Kejaksaan Negeri
bcranggbtakan

a.
b.

Kepa.la Seksi Intelijen selaku Ketua Tim;

Kepq.la Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku
Wakil Ketua Tim;

J akqa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim;
Jakda pada Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
sclaku Sckretaris merangkap Anggota, dan
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e. Jaksh pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku
Angéota.

; Pasal 7

(1) Susunan dan keanggotaan TP4 sebagaimana dimaksud
dalam P#sal 6 bersifat “ex officio”.

(2) Pcnambéhan tim dan/atau jumlab anggota TP4 dapat
dilakukain sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan
dan/ atail Surat Perintah Ketua Tim.

; BAB V
SOSMLISASI DAN PENGAJUAN PERMOHONAN
'_ Pasal 8

Kegiatan Pdngawalan dan pengamanan pemerintahan dan

pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi oleh TP4

kepada liingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/

Lembaga/ Pe;mcrintah Daerah/BUMN/ BUMD.

Pasal 9

(1)‘ TP4 mcltla.ksanakankcgiatan Pengawalan dan Pengamanan
pcmerin:t,ahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan
pckcija#n pembangunan yang akan dan/atau sedang
dikerjakpn.

(2) chiatar:; Pengawalan dan Pengamanan 'pemerintahan dan
pembanigunan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakaariakan berdasarkan permohonan dari lingkungan
Pemcrin':tah : Pusat/Kementcrian /Lembaga/ Pemerintah
DacrahA:BUMN/ BUMD.

{38) Permohenan sebagaimana dimaksud pada &ayat (2)
ditindal%lanjuti dengan pemaparan oleh pemohort.

(4) Pemapakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuatk;m notulen oleh Sckretaris TP4 yang sekurang-
kurangxlﬁya memuat: )

a. lata}. belakang; | .
b. mak{sud dan tujuan,
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. c. pcleiksanaan rapat;

(5)

(6)

(1)

(2)

d. matbri rapat; dan

e. kesi}npulan

Sctcle.h dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud
pada aj'at (3) Ketua TP4 membentuk Tim dengan Surat
Perintaﬁ:

Tim yaqg telah dibentuk oleh Ketua TP4 melakukan telaah
terhadab hasil pemaparan pemohon guna menentukan

dapat tlltiaknya dilakukan Pengawalan dan Pengamanarn.

Pasal 10

TP4 s‘bcara Proaktif menjalin Koordinasi dengan
lmgkungan ' Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/
Pcmcrmmh Daerah/BUMN/ BUMD, dalam hal:

a. pekérjaan pembangunan pade lingkungan Pemerintah
Pusat Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/
BUI’&I[N /BUMD termasuk dalam daftar proyek strategis
nasil:nal atau '

b. pcqujaan pembangunan pada pemerintah daerah dan
BUNID yang berskala prioritas.

Keglatah TP4 &sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara mcnyarankan lingkungan

Pcmcnritah Pusat/ Kementerian/ Lembaga /Pemerintah

Daerah [ BUMN/BUMD mengajukan permohonan untuk

dilakuk:an Pengawalan dan Pengamanan.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu

 Pencegahan/ Preventif dan Persuasif

Pasal 11

Pcncegahmp/ preventif dan persuasif dalam rangka mengawal,
mengaman}(an dan mendukung keberhasilan jalannya

pemerintahian dan pcrnbangunan dilakukan dengan cara:

a.

membchkan Penerangan  Hukum di lingkungan
llngkuﬂgan Pemerintah  Pusat/ Kementerian/Lembaga/

[l
1



o’

-11 -

Pemerintah Dacrah/BUMN/ BUMD terkait materi tentang
perencanaan, ‘pelelangan, pelaksanaan pckcﬁaan,
pcngawa:san pelaksanaan pekerjaan, perizinan,
pengada}m barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib
pengelolpan keuangan negara; .

melakukian Diskusi atau pembahasan bersama
lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga
/Pemerintah Daecrah/BUMN/BUMD untuk
rncngidc!‘ptiﬁkasi permasalahan yang dihadapi dalam
pcnyeraﬁ:an anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
memberikan Penerangar Hukum dan Penyuluhan Hukum
atas ini$iaﬁf TP4 maupun atas permintaan pihak yang
memerlykan yang tempat dan waktu pelaksanaannya
ditetapkpn  berdasarkan kesepakatan  dan sesuai
kcbutuhian;

TP4 da‘dat melibatkan instansi atau pihak lain yang
memilik{ kapasitas, kompetensi dan relevan dengan
materi Henerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang
akan diéampaikan kepada l'mgkunéan .Pcmerintah Pusat/
Kementérian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/

BUMD. ﬁ

- Bagian Kedua
Pendampingan Hukum

Pasal 12
Dalam betiap tahapan program pembangunan dari awal
sampaii akhir depat diberikan Pendampingan Hukum
berupa::; ' |
a. pembahasan hukum dari sisi pencrapan regulasi,
pcﬂaturan ‘perundang—undangan, mekanisme dan
‘ pr(i)sedur dengan pejabat pengelola anggaran atas
peq“masalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan
ani;garan;
b. Pcil_'ldapat Hukum dalam tahapan percncanaan,
pciiclangan, pelaksanaan, pengawasan,‘pelaksanaan

pckctjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif
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TP4: maupun atas permintaan ir;atansi dan pihak

yan% memerlukan.
(2) Pendapal Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dijadiken sebagai rekomendasi bagi

pemohon.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 13
Untuk mené::cgah terjadinya penyimpangan yang bc}potensi
mcnghmb#, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi
keuangan nlpgara, TP4 melakukan Koordiqasi dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau instansi

terkait.

Bagian Keempat

i Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14
TP4 bersa@a—smna pemohon melakukan Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
I‘. Pasal 15 .
(1) Monitor@ng dan Evaluasi dilaksanakan sccara berkala
sesuai :_dcnga_n tahapan pelaksanasn pekerjaan dan
prograrﬂ pembangunar.
(2) Hasil Monitoring dan Bvaluasi disusun dalam bentuk
kertas i{cda dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada
pemoho'lh pada sctiap akhir pekerjaan serta dilaporkan

kepada pimpinan.

Bagian Kelima
Pencgakan Hukum Represif

; Pasal 16 )
Penegakan jhukum represif dilakukan ketika ditemmukan Buktl
Permulaan%Yang Cukup sctelah dilakukan Koordinasi dengan



-13- 7

Aparat Pcngawasan [ntern Pemerintah (APIP) tentang telah
terjadinya pc:buatan melawan hukum, penyalahgunaan
kcwenangam dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat

rncmmbulk?m kerugian bagi keuangan ncgara.

Pasal 17
Bcrdasarkah hasil Koordinasi dengan Aparat Pengawasan
Intern Pcmdrmtah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 bila ditcmuke.n penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang .dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
penyelcsalap dilakukan dengan mendahulukan proses
adm1mstra41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan ch bidang Administrasi Pemerintah.

: Pasal 18
Dalam ha1| ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup oleh
Aparat Pcngawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bukan
bersifat l;lmlmstratlf pimpinan lingkungan Pemerintah
Pusat/ Kementcrlan /Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/
BUMD rnqnyampmkan kepada Kejaksaan Agung untuk
dltmdaklanhuu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

; BAB VII -

PELAPORAN, KODE SURAT DAN REGISTER

Pasal 19

(1) Dalam;:' ‘menjalankan  tugas dan fungsinya TP4P
bcrtanggung]awab membuat laporan berkala maupun
ms1deqt11 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara
bcrjcnj!fmg.

(2) Pelapoi'an kegiatan oleh TP4D dilakukan sampai tingkat
Kc_}aksaan Tinggi, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan,
dalam hal ada resistensi dari pihak-pihak tertentu
dan/ anau menarik perhatian masyarakat.

(3) Pelapoi’an kegiatan meliputi juga pendokumentasxan



(4) TP4P dan TP4D membuat laporan secara berkala dengan
format iscbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
mcrupall'_ca.n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Jaksa Aéung ini.

Pasal 20 _
Ketentuan rl#lcngcnai Kode Surat dan Register tercantum
dalam Lampgiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturdn Jaksa Agung ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21 :
Segala biayip. 'yang timbul dalam pclaksana;an kegiatan
Pcngawalan% " dan Pengamanan - pemerintahan dan
pcmbangunain dibebankan kepada anggaran Kejaksaan RI,
kecuali dité;ntukan lain dalam peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 22
Hal-hal yanq belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini
akan diatur; kemudian oleh Jaksa Agung Muda Intelijen,
Jaksa Agun;g Muda Tindak ?idana Khusus,‘ Jaksa Agung
Muda Perddta Dan Tata Usaha Negara sebagai unsur

pengarah dah pengendali.

: Pasal 23
Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkari.
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Agar set%ap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Jaksa Agung ini dengan

pencmpatabnya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

JAKSA AGUNG LIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DA!N HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, -

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR PER- 014/A/JA/11/2016
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1. FORM SURAT PERINTAII-K KETUA TP4

]
1

KOP SURAT
SURAT PERINTAH ....ccoccnneee vornarees®)

SELAKU KETUA TIM PE GAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN (TP4) '.. ..... k) KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOHR © cvreevresessemssnsessesssssissensssss wxx)

................... *) SELAKU KETUA TP4 ..cooevenes™)

Dasar +1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

chublik%lndonesia;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen
Negara,; .

3. Peraturap Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisabi dan’ Tata Keria Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahlr:ln 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 3B Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kejaksaan
Republiki Indonesia;

4. Peraturaf Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011
tentang ! Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung
Republik| Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturah Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-009)/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

S. Surat lKeputusan  Jeksa Agung Nomor : KEP-
152/A/Jd /10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal
dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan,
Republik Indonesia;

6. Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS-001 /A/JA/10/ 2015
tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal
dan Pcn}%aman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan
Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;

i
Y STUUTOP peerennnerenian s dst. .



Pertimbangan: 1. Sehubupgan dengan adanya permohonan untuk dilakukan
pengamanan dan pengawailan terNAdAD «.oovvveererenrie
2. bahwa lLntuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim
Pengawdl dan Pcngaman Pemerintahan dan Pembangunan
Pusat/Daerah perlu menugaskan Sub Tim pada TP4
Pusat/ Dacrah;
3. bahwa untuk peclaksanaanny@ periu dikeluarkan Surat
Perintahl Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan
dan Pembangunan Pusat/Daerah.

MEMERINTAHKAN :
Kepada . 1. Nama, . Pangkat, Nip, Nrp dan Jabatan  yang
bersangkutan.....
NPy TP TOPIONUPPI PP EPTEIER LA A
B et dst.
Untuk . 1. Melaksanakan  tugas dan fungsi pengawalan dan

pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap

2. Melaksarniakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa
tanggund jawab;

3. Melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala maupun
insidenti] yang nantinya menjadi bahan laporan kepada
Jaksa Agung Rl melalui Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda
Perdata !dan Tata Usahe Negara selaku pengarah dan
pengendali dan peclaksana KEGIALAT,  ceovvreensneeses
([sesuaikdn dengan wilayah kerja).

4. Segala biiaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perintah
ini dibebankan kepada DIPA KejaKsaan.i..ooesereeses (sesuaikan
dengan Wilayah kerja). '

Dikcl_uarkan Qi cveeereereerennnne

pada tanggal  ..eeeseesesirii
Kepada : Yang bcrsangkutan untulk
Aheleamaken *)

Tembusarn:

WTUTU TR PRRPPPR PRI LA

o DA UPPPPPRRVTREEEEE LA PR TLE

WU UUIUPUDU PP TR fonerensnesnniinnnes
Keterangamn: ;
x : Direktur [ atau Asisten Intelijen atau Kepala Seksi Intelijén
~x) : Pusat atau Daecrah : :

«+%) . Kode Surat Perintadh
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3. REGISTER DAN KODE $SURAT

a. Kode Surat Perintah Ketua Tim . PRIN-.../... *})/Set/Bulan/Tahun
Tanggal Surat Perintah Ketua Tim : Tanggal saat surat dibuat

b. Kode Surat Biasa Be¢ntuk Laporan B- .../...*}/Set/Bulan /Tahun
Tanggal Surat ‘ . Tanggal saat surat dibuat

»

¢. Kode Surat RahasfaéBcntuk Laporan: R- ... / ...*}/Set/Bulan/ Tahun
Tanggal Surat ' . Tanggal saat surat dibuat

Keterangan @
*) TP4P atau TP4D




